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Kepada yang terhormat,

1. Sekretaris Dinas PUSDATARU Prov. Jateng,

2. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas PUSDATARU Prov. Jateng,

3. Para Kepala Balai PSDA di lingkungan Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 600/65/2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN SWAKELOLA DENGAN MEKANISME
PADAT KARYA DI MASA PANDEMI COVID 19

1. Umum

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan, perlu
dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Program Padat Karya yang
bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Petunjuk teknis Program Padat karya Swakelola di Masa
Pandemi Covid 19

2. Dasar

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)

d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020, tanggal 14
Agustus 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

e. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No SA.05.04-
Mn/793 tentang Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan O & P Irigasi dan
Rawa TA 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kegiatan Secara Swakelola di Pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah

3. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan
swakelola dengan mekanisme padat karya di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring agar
dapat tercapai sesuai tujuan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan hasil yang efektif dan efisien
sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan

4. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan swakelola dengan mekanisme Padat Karya di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah secara rinci tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di  : Semarang
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SR. E YUNIANTO, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengabh;

2. Satuan Kerja Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah
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SURAT EDARAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR 600/65/2022
TANGGAL 4 JANUARI 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
SWAKELOLA DENGAN MEKANISME
PADAT KARYA DI MASA PANDEMI
COVID 19

Pasal 1
PENGERTIAN

Padat karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal /miskin
yang bersifat produktif bersasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga
kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,
meningkatkan pendapatan/dan menurunkan angka stunting.

Penganggur adalah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang
mencari pekerjaan

Setengah penganggur adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja
normal (<35 kurang dari tiga puluh lima jam seminggu) dan masih mencari
pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan

Penduduk miskin adalah memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di
bawah garis kemiskinan

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa
Tengah.

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah para Kepala
Bidang dan Para Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas
PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan kegiatannya
masing-masing.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja Negara /anggaran belanja daerah

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara Swakelola.
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Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari
APBN/APBD.

Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah kesepakatan
antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dan penanggung jawab
Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak
swakelola

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan
pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

Swakelola dengan mekanisme Padat Karya adalah pelaksanaan kegiatan
secara swakelola dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat,
sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja guna menunjang kegiatan social
ekonomi masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pekerjaan swakelola adalah

a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki
pemerintah

b. Peningkatan peran serta/pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Tujuan pekerjaan swakelola adalah

a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku
usaha

b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha
karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau

c. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan
sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

e. Meningkatkan partisipasi Kelompok Masyarakat

f.  Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui
Swakelola; dan/atau

g. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu
disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan pekerjaan dengan swakelola meliputi:

a. Perencanaan swakelola.

b. Persiapan swakelola

c. Pelaksanaan swakelola

d. Pengawasan swakelola; dan

e. Serah terima hasil pekerjaan

Lingkup jenis pekerjaan swakelola meliputi:

a. Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Air Baku

b. Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Bendungan dan Pantai



c. Pekerjaan Penanggulangan dan Perbaikan Sarana Prasarana Konservasi
akibat bencana alam

Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Konservasi

Pekerjaan Penanggulangan Banjir dan Peralatan

Pekerjaan Perencanaan Sumber Daya Air

Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan kantor, rumah dinas dan lain-lain

@ ~oo

Pasal 4
TIPE SWAKELOLA

Tipe pekerjaan swakelola:

(1)

(2)

Tipe | yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran,
termasuk di dalamnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Satuan
Pendidikan Negeri, dengan pola Surat Penugasan dan Upah Borong.

Tipe \Y yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta
diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, dengan pola Surat
Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dan atau Surat Kesepakatan Kerja Sama
(SKKS)

Pasal 5
KRITERIA

Kriteria pekerjaan swakelola:

(1)

(2)

®3)

(4)
()
(6)
(7)

(8)
(9)

Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber
daya manusia Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang/jasa dan/atau,

Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan peran serta dan
partisipasi masyarakat setempat dan/atau,

Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati
oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana),
penanaman gebalan rumput, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil, atau
renovasi rumah sarana dan prasarana SDA

Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau
pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan
Penyelenggaraan sayembara atau kontes

Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam
negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh:
pembuatan film, tarian musik, olahraga

Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan
publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata
kelola, atau standar mutu tertentu

Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat
disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha

Barang/jasa yang dihasilkan oleh Kelompok Masyarakat, atau masyarakat,
contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk
Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik
masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan
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Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi
masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat
tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi maka hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru
yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah penanggung jawab anggaran untuk kelanjutnya diserahkan kepada
Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung,
pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi mikro/kecil, pengelolaan sampah
di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat; atau

Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh:
pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

Pasal 6
PENYELENGGARA SWAKELOLA

Penyelenggaranan kegiatan dengan cara swakelola dilaksanakan

menggunakan mekanisme Padat karya, dengan prinsip :

a. Melibatkan pemberdayaan masyarakat yaitu anggota keluarga miskin,
pengangguran, setengah pengangguran, anggota keluarga dg balita gizi
buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting) dan/atau penduduk yang
kehilangan mata pencaharian akibat krisis dan bencana termasuk
bencana pandemic Covid-19 .

b. Sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja di lokasi tempat kegiatan
dengan kriteria sebagaimana ayat (1) huruf a.

c. Pembayaran upah tenaga kerja dengan besaran tidak kurang dari standar
upah di lokasi setempat yang dibayarkan secara harian atau mingguan

d. Peralatan yang digunakan merupakan peralatan sederhana.

Penyelenggaraan kegiatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi :

Penganggaran Swakelola;

Persiapan Swakelola;

Pelaksanaan Swakelola;

Pengawasan Swakelola;

Serah terima hasil pekerjaan;

Pertanggungjawaban;

Pencatatan hasil pekerjaan; dan

. Kewajiban perpajakan.

Penyelenggara kegiatan Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara

Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim

Pengawas yang memiliki tugas meliputi:

a. Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana biaya.

b. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan
secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran.

c. Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun
administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.
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Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dapat berasal /
ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan
kopetensi pekerjaan yang swakelolakan.
(4) Penetapan Penyelenggara Swakelola
Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh:
a. Swakelola Tipe |
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA,;
b. Swakelola Tipe IV
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
(5) Persyaratan Penyelenggara Swakelola
a. Swakelola Tipe |
1. Penyelenggara Swakelola Tipe | dengan Surat Penugasan harus
memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk
melaksanakan Swakelola.
2. Penyelenggara Swakelola Tipe | dengan Upah Borong harus
memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian
(SKA) yang sesuai bidang kegiatannya.
3. Swakelola tipe | juga dapat dilaksanakan oleh :

a) Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari
Kementerian/Lembaga penanggungjawab anggaran sebagai
instansi induk;

b) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian
dari Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran sebagai
instansi induk; dan

c) Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari
Kementerian/Lembaga penanggungjawan anggaran.

b. Swakelola Tipe IV

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu:

1. Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

2. memiliki struktur organisasi/pengurus

3. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);

4. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi
tempat pelaksanaan kegiatan dan/atau

5. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan
barang/jasa sejenis yang diswakelolakan

Pasal 7
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

(1). Penetapan Tipe Swakelola
PA/KPA menetapkan tipe Swakelola berdasarkan jenis barang/jasa dan
disesuaikan dengan Pelaksana Swakelola.Selanjutnya PA/KPA
memilih/menetapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan ketersediaan
Pelaksana Swakelola.



(2). Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK pengadaan
barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola. Spesifikasi
teknis/KAK memuat antara lain:

a.

o

Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan,dan
barang/jasa yang disediakan

Spesifikasi barang/jasa

Jangka waktu Pelaksanaan Swakelola

Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material
termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi,
dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan) dan/atau

Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

Untuk pekerjaan normalisasi saluran/sungai/galian waled yang
panjangnya 500 m’ atau lebih wajib melaksanakan pengukuran dengan
menggunakan alat ukur theodolite / waterpas.

(3). Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

a.

Swakelola Tipe |

PA/KPA menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya masukan.

Rencana anggaran biaya (RAB) terdiri dari:

1. gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja, tukang, honor narasumber,
dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;

2. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila

diperlukan);

biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau

5. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,
laporan.

W

Swakelola Tipe IV

PA/KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di
lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika Kelompok Masyarakat
tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka
penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat
pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola dan selanjutnya
PA/KPA bersama dengan penanggung jawab Kelompok Masyarakat
membuat Nota Kesepahaman.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan
dari Kelompok Masyarakat maka PA/KPA menetapkan dan mengadakan
Nota Kesepahaman dengan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana
swakelola.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Kelompok Masyarakat
menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, tukang, honor narasumber, dan
honor Tim Penyelenggara Swakelola;
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biaya bahan/material

diperlukan);

biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

termasuk peralatan/suku cadang (apabila

biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,

laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV terdapat kebutuhan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan
barang/jasa dapat:
1. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau
2. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk
melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung
yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak

terpisah oleh PPK.

Hasil perencanaan Swakelola berupa spesifikasi teknis/KAK, Rencana Anggaran
Biaya, rencana jadwal pelaksanaan, dan calon Pelaksana Swakelola digunakan
sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-KL dan RKA-PD.

).

Pasal 8

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Swakelola tipe 1

a. Persiapan
PPK mengkoordinasikan persiapan Swakelola Tipe | setelah penetapan
DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe | sebagaimana dijelaskan
pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Persiapan Swakelola Tipe |

Para Pihak
No Kegiatan APBN APBD
Penyusun |Penetapan |Penyusun Penetapan
1. | Penetapan sasaran | Tim PA/KPA Tim PA/KPA
Persiapan Persiapan
2. | Penetapan PPK PA/KPA KPA PA
Penyelenggara
Swakelola
3. | Rencana kegiatan Tim PPK Tim KPA
Persiapan Persiapan
4. | Jadwal pelaksanaan | Tim PPK Tim KPA
Persiapan Persiapan
5. | Reviu spesifikasi Tim PPK Tim KPA
teknis/KAK Persiapan Persiapan
6. | Reviu RAB Tim PPK Tim KPA
Persiapan Persiapan




PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe
sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.
1. Penetapan Penyelenggaraan Swakelola

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas
usulan dari PPK.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.Tim Persiapan dapat
merangkap sebagai Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah  penanggung jawab anggaran dan/atau pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain. Untuk kegiatan
tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti
kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, maka Tim Pelaksana
dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran.Penyelenggara Swakelola
dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam
pelaksanaan Swakelola Tipe | tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

. Rencana Kegiatan
Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan
RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a) menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan

kegiatan;

b) menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown

structure) yang akan dilaksanakan;

. Reviu Spesifikasi Teknik/KAK

Melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK vyaitu menyesuaikan
spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola dengan anggaran

yang tercantum dalam DIPA/DPA;

. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan
ketentuan:

a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan

swakelola; dan/atau

b) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa

yang diperlukan.

. Reviu RAB

a) menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:



e Qaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

e biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);

e biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

e biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau

e biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

b) menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

C) menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

d) menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan
bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui
penyedia; dan/atau

e) menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak
terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi
teknis/KAK.

Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam
Swakelola Tipe |, maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Pelaksanaan
Tim Pelaksana melaksanakan swakelola dengan mekanisme padat karya
sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sebelum pekerjaan
dimulai di lokasi pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara, daftar
hadir, dan dokumentasi;

pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah
ditetapkan oleh PPK;

pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan
kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;

penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga
pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan;

Menggunakan tenaga kerja lokal/setempat (tidak terampil, penganggur,
setengah penganggur, dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang
tidak memerlukan keterampilan khusus yang perekrutannya
berkoordinasi dengan aparat desa setempat, sesuai dengan jadwal
pelaksanaan.



C.

Untuk pekerjaan dengan upah borong agar membuat surat pernyataan
kesanggupan menggunakan tenaga kerja lokal/setempat, terutama
untuk tenaga yang tidak memerlukan ketrampilan khusus.

Selama pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti protokol Kesehatan
terkait Covid-19 dengan menerapkan (Jaga Jarak, Pakai masker dll);
menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang
meliputi:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borong;

Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila
diperlukan);

Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS) dan/atau uang persediaan (GU/TU) sesuai
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah)

Setiap pembayaran upah pekerja, dilengkapi dengan bukti
kehadiran, tanda terima upah, dan fotocopy identitas pekerja
sebagai pertanggungjawaban

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan.

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola
Penyerahan hasil pekerjaan swakelola tipe | dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan;

2. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas;
dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan

3. PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang
berbentuk aset) kepada PA/KPA.

Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:

erifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

1.
2.

a.
b.

pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga
terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan,



Cc. pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

3. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim
Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim
persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

(2). Swakelola tipe IV
a. Persiapan

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe IV setelah
penetapan DIPA/DPA.Dengan memperhatikan penetapan sasaran yang
ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe IV
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Persiapan Swakelola Tipe IV

Para Pihak
No Kegiatan APBN APBD
Penyusun Penetapan Penyusun Penetapan

1 | Penetapan PPK PA/KPA KPA PA
sasaran

2 | Penyelenggara
swakelola: Pimpinan Pimpinan
Tim Persiapan, Kelompok P Kelompok P

) Kelompok Kelompok
Tim Pelaksana Masyarakat Masyarakat
. Masyarakat Masyarakat

dan Tim
Pengawas

3 | Rencana Tim PPK Tim KPA
kegiatan Persiapan Persiapan

4 | Jadwal Tim PPK Tim KPA
pelaksanaan Persiapan Persiapan

5 | Reviu Spesifikasi | Tim PPK Tim KPA
teknis/ KAK Persiapan Persiapan

6 | Reviu RAB Tim PPK Tim KPA

Persiapan Persiapan

7. | Finalisasi dan PPK dan Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana
Penandatanganan | Swakelola
Kontrak Swakelola

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe
sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

1.

Penetapan Penyelenggara Swakelola
PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok

Masyarakat di

lokasi
Kelompok Masyarakat

tersebut

v

pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika
bersedia untuk melaksanakan

pekerjaan swakelola, maka penanggungjawab Kelompok Masyarakat

menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai

pelaksana




swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok
Masyarakat tersebut sebagai pelaksana swakelola.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara
Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Swakelola.Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari
pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab
anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.

PA/KPA dapat membentuk Tim Teknis atau menggunakan Tim
Teknis yg sudah ada / sudah dibentuk untuk membantu PPK dalam
rangka ikut mengawasi dan memeriksa kualitas serta kuantitas
pekerjaan swakelola

Rencana Kegiatan

Tim Persiapan Swakelola Tipe IV menyusun rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan usulan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a) melakukan review atas KAK vyaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA/DPA

b) menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan

c) menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan

Jadwal Pelaksanaan

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan:

a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan
swakelola; dan/atau

b) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa
yang diperlukan.

Reviu Spesifikasi

Pegawai pada instansi penanggungjawab anggaran atau tenaga
ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelols melakukan
reviu atas KAK yaitu menyeseuaikan KAK perencanaan swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.

Reviu RAB
Tim Pelaksana mengajukan RAB swakelola kepada PPK, kegiatan
tersebut meliputi :
a) menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
e gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, tukang, honor
narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;



b)

e biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan); dan/atau

e biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya

bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu

Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya

bulanan; dan/atau

menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan

dengan pengadaan melalui penyedia.

menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak

terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi

teknis/KAK.

Pegawai pada instansi penanggungjawab anggaran atau tenaga
ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelols melakukan
reviu RAB yang disusun oleh Tim Persiapan yang berasal dari
Kelompok Masyarakat sebelum diserahkan kepada PPK.

Kontrak Swakelola
PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan
sebagai berikut:

a)

b)

Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan

dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK

melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana

Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil

negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola

PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan

Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Kontrak Swakelola

paling kurang berisi:

e para pihak

e Barang/Jasa yang akan dihasilkan

e nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan
Barang/Jasa pendukung Swakelola

e jangka waktu pelaksanaan; dan

e hak dan kewajiban para pihak.

¢ Penggunaan tenaga lokal/setempat (tidak terampil, penganggur,
setenggah penganggur, dan masyarakat miskin)

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe IV termasuk

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh
Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika
Pengadaan Barang/Jasa.



b. Pelaksanaan
Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1.

10.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sebelum pekerjaan

dimulai di lokasi pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara, daftar

hadir, dan dokumentasi;

pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh

PPK;

pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;

penggunaan tenaga kerja, sarana prasaranal/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

Menggunakan tenaga kerja lokal/setempat (tidak terampil, penganggur,

setenggah penganggur, dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang

tidak memperlukan keterampilan khusus yang perekrutannya
berkoordinasi dengan aparat desa setempat, sesuai dengan jadwal
pelaksanaan.

Selama pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti protokol Kesehatan

terkait Covid-19 dengan menerapkan ( Jaga Jarak, Pakai masker dll);

menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga

teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;

menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:

a. Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik,
realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana
tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola;
dan/atau

b. Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan

pekerjaan utama kepada pihak lain.

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan

kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan perundangundangan.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggungjawab anggaran atau
tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau
asistensi penyelenggara swakelola.

c. Pengawasan
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:

1.

verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;



2. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:
a. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
b. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana

prasarana/peralatan dan material/bahan; dan

c. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

3. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggungjawab anggaran
atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan
atau asistensi Penyelenggara Swakelola.
Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim
pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan
Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana
untuk segera mengambil tindakan korektif.

d. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyerahan HasilPekerjaan Swakelola pada swakelola tipe IV

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil

pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Pengawas dan
Tim Teknis dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA / KPA
4. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui swakelola akan

dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

w

Pasal 9
SANKSI

Pengenaan sanksi pada Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Sanksi Pada Swakelola Tipe |
Penyelenggaran swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan.Sanksi
dapat dikenakan kepada penyelenggara swakelola atas adanya pelanggaran
penyelenggaraan swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK
terhadap penyelenggara swakelola.
Pemilian PPK terhadap penyelenggara swakelola dapat berdasarkan atas penilaian
PPK.

Penyelenggara swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas
penyelenggaraan swakelola dikenakan pembatalan sebagai penyelenggara
swakelola.Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



2) Sanksi Pada Swakelola Tipe IV
Penyelenggaran swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan.Sanksi
dapat dikenakan kepada penyelenggara swakelola atas adanya pelanggaran
penyelenggaraan swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK
terhadap penyelenggara swakelola. Penilaian PPK terhadap penyelenggara
swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK.

Penyelenggara swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas
penyelenggaraan swakelola dikenakan pembatalan sebagai penyelenggara
swakelola.Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10
PENUTUP

(1). Diharapkan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan dengan
Swakelola ini dapat menjadi pedoman semua pihak terkait untuk
menyelenggarakan Swakelola.

(2). Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 4 Januari 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SR. EKO¥UNIANTO, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002




LAMPIRAN Il

SURAT EDARAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR 600/65/2022
TANGGAL 4 JANUARI 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
SWAKELOLA DENGAN MEKANISME
PADAT KARYA DI MASA PANDEMI
COVID 19

PELAKSANAAN SWAKELOLA

. PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE | (SURAT PENUGASAN)

1. Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Swakelola Padat Karya

(Dilengkapi daftar hadir dan Foto Dokumentasi) (Lamp. 01)
2. Daftar Pekerja Pekerjaan Swakelola Padat Karya (Form. 01)
3. Surat Penugasan (Lamp. 02)
4. Laporan Harian (Form. 02)
5. Laporan Mingguan (Form. 03)
6. Laporan Mingguan Bahan dan Tenaga (Form. 04)
7. Laporan Akhir Pekerjaan (Form. 05)
8. Buku Gudang (Form. 06)
9. Daftar Hadir Pekerja (Form. 07)
10. Daftar Pembayaran Pekerja (Dilampiri Fotocopy KTP) (Form. 08)
11. Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai (Lamp. 03)
12. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola dari

Pelaksana kepada PPK/PPTK (Lamp. 04)
13. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola dari

PPK/PPTK kepada Tim Pengawas (Lamp. 05)
14. Undangan dari Tim Pengawas kepada Pelaksana (Lamp. 06)
15. Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Swakelola (Lamp. 07)
16. Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana kepada PPK/PPTK (Lamp. 08)
17. Berita Acara Serah Terima dari PPK/PPTK kepada KPA (Lamp. 09)

Il. PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE | (UPAH BORONG)
1. Surat dari KPA/PPK kepada Panitia (Lamp. 01)
2. Surat dari Panitia kepada Penyedia Jasa (Lamp. 02)



Surat Penawaran Penyedia Jasa

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Upah Borong

Daftar Hadir Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga

Satuan Upah Borong

6. Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga Satuan Upah

Borong
Lapor Hasil Pengadaan Langsung Upah Borong
Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat Permyataan Penggunaan Tenaga Lokal/Setempat
10. Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Swakelola Padat Karya
(Dilengkapi daftar hadir dan Foto Dokumentasi)
11. Daftar Pekerja Pekerjaan Swakelola Padat Karya
12. Ketentuan dan Syarat Umum
13. Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai
14. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola dari
Pelaksana kepada PPK/PPTK

15. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PPK/PPTK

Kepada Tim Pengawas

16. Undangan dari Tim Pengawas kepada Penyedia Jasa

17. Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dari Tim Pengawas

(Lamp.
(Lamp.

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

(Lamp.

(Lamp.

03)
04)

04a)
04b)
05)
06)

07a)

07b)

(Form. 01)
(Form. 02)

(Lamp.

(Lamp.

(Lamp.

(Lamp.
(Lamp.

18. Berita Acara Serah Terima dari Penyedia Jasa kepada PPK/PPTK (Lamp.

19. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK/PPTK

kepada KPA
20. Surat Permohonan Pembayaran
21. Berita Acara Pembayaran
22. Ringkasan Kontrak
23. Back up dan plotting pekerjaan

PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE IV
Berita Acara Hasil Penelusuran Bersama
Nota Kesepahaman

Kontrak Pekerjaan Swakelola SPKS
Kontrak Pekerjaan Swakelola SKKS

Surat Permyataan Penggunaan Tenaga Lokal/Setempat

o g bk w N ke

Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Swakelola Padat Karya
(Dilengkapi Dilengkapi daftar hadir dan Foto Dokumentasi)
Daftar Pekerja Pekerjaan Swakelola Padat Karya

8. Laporan Harian (Pekerjaan Swakelola)

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

(Lamp.

08)

09)

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17a)
17b)

01)
02)
03a)
03b)
04a)

04b)

(Form. 01)
(Form. 02)



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

Laporan Mingguan (Pekerjaan Swakelola)

Laporan Mingguan Bahan dan Tenaga (Pekerjaan Swakelola)
Laporan Akhir (Pekerjaan Swakelola)

Buku Gudang

Daftar Hadir Pekerja

Daftar Pembayaran Pekerja (Dilampiri Fotocopy KTP)

Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola dari
Pelaksana kepada PPK/PPTK

Surat Permohonan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dari PPK/PPTK
kepada Tim Teknis

Surat Permohonan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dari PPK/PPTK
kepada Tim Pengawas

Undangan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dari Tim Teknis kepada
Pelaksana

Undangan Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dari Tim Pengawas
Kepada Pelaksana

Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Tim Teknis

Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Tim Pengawas

Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana ke PPK/PPTK

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari PPK kepada KPA

Proses Pembayaran Sesuai dengan Kesepakatan yang Tercantum

(Form.
(Form.
(Form.
(Form.
(Form.
(Form.

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

(Lamp.
(Lamp.

dalam Kontrak Swakelola Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan

Perundang-undangan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

03)
04)
05)
06)
07)
08)
05)

06)

07)

08)

09)

10)

11)

12)

13)
14)

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAJVA TENGAH

Ir. SR. EKOfYUNIANTO, S

p.1

{
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 19930210
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SWKELOLA TIPE |

(SURAT PENUGASAN)
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13.

14.
15.
16.
17.

PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE | (SURAT PENUGASAN)

Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Swakelola Padat Karya

(Dilengkapi daftar hadir dan Foto Dokumentasi) (Lamp.
Daftar Pekerja Pekerjaan Swakelola Padat Karya (Form.
Surat Penugasan (Lamp.
Laporan Harian (Form.
Laporan Mingguan (Form.
Laporan Mingguan Bahan dan Tenaga (Form.
Laporan Akhir Pekerjaan (Form.
Buku Gudang (Form.
Daftar Hadir Pekerja (Form.
. Daftar Pembayaran Pekerja (Dilampiri Fotocopy KTP) (Form.
. Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai (Lamp.
. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola dari Pelaksana
kepada PPK/PPTK (Lamp.
Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola dari
PPK/PPTK kepada Tim Pengawas (Lamp.
Undangan dari Tim Pengawas kepada Pelaksana (Lamp.
Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Swakelola (Lamp.

Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana kepada PPK/PPTK (Lamp.
Berita Acara Serah Terima dari PPK/PPTK kepada KPA (Lamp.

01)
01)
02)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
03)

04)

05)
06)
07)
08)
09)



Lampiran 01

BERITA ACARA SOSIALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA
PADAT KARYA

Nomor: .........
Pada hariini........ tanggal ... ... bulan....... tahun ............. telah melakukan
sosialisasi pelaksanaan pekerjaan swakelola ......... di Desa ...... Kecamatan ..... Kabupaten .....

dan telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Pihak Desa menyambut baik adanya pekerjaan swakelola .....
2. Pihak Desa sanggup untuk menyediakan tenaga kerja setempat diutamakan bagi
warga yang tidak terampil, penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini

No Nama Tanda Tangan

Kepala Desa Pelaksana Pekerjaan



DAFTAR PEKERJA PEKERJAAN SWAKELOLA PADAT KARYA

KEGIATAN ..............
TAHUN ANGGARAN ............
Paket Pekerjaan FORM 01
Nama Kegiatan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
. . Keterangan
No Nama Pekerja Status Jenis Kelamin Rumah Tangga Setengah
(Mandor/Tukang/Pekerja) (L/P) oo Pengangguran
Miskin Penganggur

Mengetahui
PPK/PPTK

NB : dilampirkan fotocopy KTP

Pelaksana Pekerjaan




Lampiran 02

KOP DINAS / BALAI PSDA .............

SURAT PENUGASAN

Nomor: ......cceevvennenn.
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas/Kepala Balai PSDA ....... selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam
jabatannya menugaskan kepada:
Nama :
NIP :
Jabatan ;
Untuk melaksanakan melaksanakan pekerjaan Swakelola .............
Lokasi Desa ............. , Kecamatan .......... , Kebupaten .............

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rencana dengan plafond untuk:

e Upah Tenaga Kerja Rp. ccooviiiin.
e Biaya Bahan/Material Rp. ccooviiiin.
Jumlah Rp. o TP )
2. Target volume dan upah tenaga/tukang sebagai berikut:
Harga Satuan Jumlah Harga umlah
No Uraian Pekerjaan Volume | Bahan | Upah Tenaga | Bahan | Upah Tenaga J R
P
Rp Rp Rp Rp
JUMLAH
PPN 10%
JUMLAH TOTAL
JUMLAH DIBULATKAN
Pelaksanaan pekerjaan tersebut selama ..... ( .......... ) hari Kalender

Pekerjaan menggunakan tenaga dari daerah lokasi pekerjaan
Upah tenaga kerja menggunakan daftar upah yang berlaku.

Nogkow

Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Penugasan ini

Perubahan-perubahan konstruksi karena bencana maupun kerusakan selama pelaksanaan pekerjaan yang

mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai dengan gambar rencana harus seijin Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang.

8. Pemegang Surat Penugasan ini bertanggung jawab atas selesainya pekerjaan tepat waktu dan hasilnya diserahkan

kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

9. Bertindak sebagai pengawas pekerjaan/lapangan adalah: Nama
NIP.
Jabatan
10.Pembebanan Anggaran
Tahun Anggaran 12021
Belanja : Belanja Langsung
No. DPA-SKPD e
No. Kegiatan e
Uraian Kegiatan : - Upah Tenaga Kerja Kode Rekening ...............
- Biaya Bahan/Material Kode Rekening ...............

Demikian Surat Penugasan ini dibuat dalam 7 (tujuh) ganda untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa penuh

tanggung jawab.

Kepala Bidang/Kepala Balai PSDA .....
Selaku Pengguna Anggaran

Tembusan:

Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
PPK/Kepala Seksi/Kepala Subbag .......... selaku PPTK

Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU Prov. Jateng
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas/Balai PSDA

Pertinggal

agrwbdE



DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN HARIAN

(PEKERJAAN SWAKELOLA)

1. Nama Kegiatan 1) 8. Lokasi
2. Pekerjaan : 9. Pelaksana Pekerjaan
3. Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2021. 10. Waktu Pelaksanaan
4. Belanja : Belanja Langsung 11. No. SP
5 No. DPA-SKPD T Tgl. SP
6 No. Kegiatan T 12. Biaya
7  Uraian Kegiatan : - Honor / Upah Kode Rekening ...............

- Biaya Bahan/Material Kode Rekening ...............

NO. TANGGAL JENIS PEKERJAAN | VOLUME SAT. BAHAN TENAGA CUACA | KETERANGAN
PC BATU PSR LAIN-LAIN PEKERJA TUKANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mengetahui : Pelaksana
Pengawas

* Keterangan .

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3. Kegiatan Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai.

4. Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konvservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.

¢0 WHO4



DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN MINGGUAN

(PEKERJAAN SWAKELOLA)

Mingguke:.........
Hari. ... SId
1. Nama Kegiatan 1) 8. Lokasi : Ds. Kec. Kab.
2. Pekerjaan : 9. Pelaksana Pekerjaan
3. Pelaksanaan : Tahun Anggaran ........ 10. Waktu Pelaksanaan
4. Belanja : Belanja Langsung 11. No. SP
5 No.DPA-SKPD ... ... Tgl. SP :
6 No.Kegiatan ..., 12. Biaya :Rp.
7 Uraian Kegiatan : - Honor / Upah Kode Rekening ..............
- Biaya Bahan/Material Kode Rekening ..............
NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. SESUAI RAB HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN
VOLUME NILAI BOBOT (%) LAPORAN YANG [ LAPORAN MINGGU INI | JUMLAH HASIL | NILAI PELAKSANAAN NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mengetahui : Pelaksana
PPK/Kasi .............. Pengawas
Dinas PUSDATARU/Balai
selaku PPTK
(et (et ) (ot )
Nip. oo Nip NIpP. e

*) Keterangan :
1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3. Kegiatan Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai.
4. Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konvservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.

€0
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DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MINGGUAN BAHAN DAN TENAGA

( PEKERJAAN SWAKELOLA)

Mingguke:..........
Hari. ............... s/d i
1. Nama Kegiatan 1) 7. Lokasi : Desa. Kec. Kab.
2. Pekerjaan : 8. Pelaksana Pekerjaan
3. Pelaksanaan : Tahun Anggaran ..... 9. Waktu Pelaksanaan
4. Belanja : Belanja Langsung 10. No. SP
5 No0.DPA-SKPD i, Tgl. SP
6 No.Kegiatan L 11. Biaya
7  Uraian Kegiatan : - Honor / Upah Kode Rekening
- Biaya Bahan/Material Kode Rekening
NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. SESUAI RAB PENGGUNAAN TENAGA / BAHAN
TENAGA LAPORAN s/d LAPORAN MINGGU | SISA s/d MINGGU INI | JUMLAH HASIL KERJA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tenaga Kerja

- Tukang OH

- Pekerja OH

JUMLAH

Jenis Bahan

- PC 50 Kg Zak

- Batu Kali M3

- Pasir Pasang M3

PPK/Kasi / Ka. Sub. Bag. Pengawas Pelaksana

Dinas PUSDATARU/Balai
Selaku PPTK

*) Keterangan
1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3. Kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
4. Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya.
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DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN AKHIR
(PEKERJAAN SWAKELOLA)

Bulan: ...

1. Nama Kegiatan 1) 8. Lokasi : Ds. Kec. Kab.
2. Pekerjaan : 9. Pelaksana Pekerjaan
3. Pelaksanaan : Tahun Anggaran...... 10. Waktu Pelaksanaan
4. Belanja : Belanja Langsung 11. No. SP
5 No. DPA-SKPD I Tgl. SP :
6  No. Kegiatan P 12. Biaya ' Rp.
7  Uraian Kegiatan : - Honor / Upah Kode Rekening ..............

- Biaya Bahan/Material ~ Kode Rekening ..............

REALISASI KEUANGAN (Rp.)

NO. URAIAN BIAYA (Rp.) BULAN LALU BULAN INI JUMLAH SISA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7=3-6 8
1 [BAHAN
2 JUPAH ]l e

Mengetahui : Pelaksana
PPK/Kasi / Ka. Sub. Bag. Pengawas

Dinas PUSDATARUY/Balai
selaku PPTK

Nip.

*) Keterangan :

Nip.

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3. Kegiatan Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai.
4. Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konvservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.

S0 WHO4



DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
BUKU GUDANG

1. Nama Kegiatan %)
2. Pekerjaan :
3. Pelaksanaan : Tahun Anggaran ....
4. Belanja : Belanja Langsung
5 No.DPA-SKPD :.............
6 No.Kegiatan ...,
7  Uraian Kegiatan ;- Honor / Upah Kode Rekening ..............
- Biaya Bahan/Material Kode Rekening ..............
8 JENIS BAHAN : PC, BATU, PASIR dll.
JENIS MASUK DIGUNAKAN MENGETAHUI
NO. TANGGAL BAHAN YANG LALU HARI INI JUMLAH S/D | JENIS BAHAN | YANG LALU [ HARIINI | JUMLAH S/D SISA PENGAWAS KETERANGAN
PPK/Kasi / Ka. Sub. Bag. Pengawas Pelaksana
Dinas PUSDATARU/Balai
selaku PPTK,
(i ) (e ) ot )
NP NP, Nip

*) Keterangan .
1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3. Kegiatan Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai.

4. Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konvservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
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DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR HADIR PEKERJA

1. Nama Kegiatan 1) 8. Lokasi : Ds.
2. Pekerjaan : : Kec.
3. Pelaksanaan : Tahun Anggaran .... : Kab.
4. Belanja : Belanja Langsung 9. Daftar Hadir Periode :
5 No.DPA-SKPD  :.............
6 No.Kegiatan ...
7 Uraian Kegiatan : - Honor / Upah Kode Rekening
- Biaya Bahan/Material Kode Rekening
TANDA TANGAN JUMLAH
No. Nama PEKERJAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HARI
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 BEKERJA
TANDA TANGAN PETUGAS PEMERIKSA
Nf:C.04/Muly/Df.Pekerja.Sw
Keterangan: ey e
1 Tanda X = tidak masuk kerja Pengawas Pelaksana

2 Tanda - = tidak ada pekerja / tukang

*) Keterangan :
1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3. Kegiatan Pengendalian banijir dan Pengamanan Pantai.

4. Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konvservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.

L0 NHO4



DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PEMBAYARAN PEKERJA

1. Nama Kegiatan 1%
2. Pekerjaan : 7. Lokasi : Ds.
3. Pelaksanaan : Tahun Anggaran .... Kec.
4. Belanja : Belanja Langsung Kab.
5 No. DPA-SKPD : .. 8. Daftar Upah Periode
6 No. Kegiatan :
7 Uraian Kegiatan : - Honor / Upah Kode Rekening ..
- Biaya Bahan/Material Kode Rekening ..
No Nama PEKERJAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10[ 1112 13| 14| 15| 16 | TaripUpah | Jumlah | Jumlah yang diterima ( | Tandatangan | Keterangan (uraian/Sket kegiatan
) 17 | 18 | 19 [ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 [ 27 | 28 | 29 [ 30 | 31 Harian (Rp.) | Hari Rp.) yang menerima pekerjaan dil )
JUMLAH

Yang membuat daftar

Pelaksana

Nf:C.04/Muly/Df.Pekerja.Sw

*) Keterangan :
1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
3. Kegiatan Pengendalian banijir dan Pengamanan Pantai.
4. Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konvservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.

PPK/Kasi / Ka. Sub. Bag.
Dinas PUSDATARU/Balai
selaku PPTK.

Saksi
Pengawas

Bendahara Pengeluaran
Pembantu
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Lampiran 03
Kop Dinas / Balai PSDA...

SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI
Nomor: ...............eee.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e

NIP e
Jabatan : Pengawas Lapangan Swakelola

Menyatakan bahwa pekerjaan swakelola:

Kegiatan e

Tahun Anggaran s

Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas PUSDATARU Provinsi
Jawa Tengah
No.: .o,

Lokasi e

DilaksanakanolehNama: ...................... NIP: ...

Yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Penugasan Nomor: . . . ... tanggal. ... . ..

dan berdasarkan pemeriksaan kami di lapangan bahwa pekerjaan telah selesai dan
telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Penugasan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Pelaksana Swakelola, Pengawas Lapangan Swakelola

NIP. NIP.



Lampiran 04

Tidak Pakai Kop Dinas / Balai PSDA

Nomor ; Kepada Yth.
Lampiran : PPK/PPTK
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan Swakelola Paket di-

Menunjuk Surat Pernyataan Pekerjaan Selasai Nomor: ............... tanggal
untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola paket:

Kegiatan P

Lokasi e

Tahun Anggaran e

Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah
NOMOr : ..,

Menyatakan bahwa pekerjaan tersebut di atas telah selesai 100%, maka untuk
selanjutnya mohon dilakukan pemeriksaan pekerjaan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelaksana Swakelola

Tembusan:
1. Kepala Dinas PUSDATARU Prov Jawa Tengah/Kepala Bidang/Kepala Balai

2. Arsip.



Nomor
Lampiran
Perihal

Lampiran 05

Kop Dinas / Balai PSDA

Kepada Yth.
Tim Pengawas Pekerjaan Swakelola
: Pemeriksaan Pekerjaan Dinas/Balai PSDA ....
di-
Berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan dari Saudara ............. Nomor:
............... tanggal ................. tentang Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

dimohon agar segera melaksanakan pemeriksaan kualitas, kuantitas dan

administrasi pekerjaan tersebut di atas.
Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.
Kepala Bidang/Kepala Balai PSDA .....

Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Lampiran 06

Tidak Pakai Kop Dinas / Balai PSDA

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Sdr. Pelaksana Pekerjaan Swakelola
Perihal : Undangan di-

Menunjuk Surat PPK/Kasi/Kasubbag Dinas PUSDATARU/Balai PSDA ....
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah selaku PPK/PPTK Nomor:

............. tanggal ................. perihal Perintah Pemeriksaan Pekerjaan
Swakelola ......... dengan ini kami mengharap kehadirannya pada:

Hari/tanggal

Jam

Tempat

Acara . Rapat Pemeriksaan Kualitas, Kuantitas dan administrasi

Pekerjaan Swakelola dilanjutkan ke Lapangan

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengawas Pekerjaan Swakelola

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah/Balai PSDA ...

(e )
NIP. oo,
Tembusan
1. Kepala Dinas PUSDATARU Prov Jawa Tengah/Kasi/Kasubbag Dinas PUSDATARU
/Balai PSDA ...

2. Arsip



Lampiran 07

BERITA ACARA PEMERIKSAAN AKHIR
PEKERJAAN SWAKELOLA PAKET .....

TAHUN ANGGARAN .....
Nomor: .........

Pada hariini........ tanggal . . .. .. bulan....... tahun ............. kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
1. . Ketua
2. - Sekretaris / Anggota
3. : Anggota
Berdasarkan Surat PPK/Kasi/Kasubbag. Dinas PUSDATARU /Balai PSDA Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah selaku PPTK No. . .. ... .. tanggal . . ... .. selaku Tim Pengawas
Pekerjaan Swakelola di . . .. ... (di isi nama Paket). Dan setelah memeriksa dengan teliti
pekerjaan:
Paket S
Kegiatan S
Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

NO. I e
Lokasi .
Yang dilaksanakan oleh Saudara e NIP:.........
Berkedudukan di .
Berdasarkan Surat Penugasan Nomor : .. .. ... tanggal . . ... ..

Dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).

Kebenaran kualitas dan kuantitas pekerjaan telah sesuai dengan gambar rencana.
Bahwa pekerjaan telah memenuhi kelengkapan administrasi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pekerjaan dapat diterima.

PwnE

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) ganda untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Menyetujui: Tim Pengawas Pekerjaan
Pelaksana Swakelola Swakelola..... ...

Nama Tanda tangan

1o
(P )

2 2.



Lampiran 08
KOP DINAS / BALAI PSDA .............

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor: ............

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama e
NIP e
Jabatan Pelaksana Swakelola.
Kegiatan L. Paket.......
Tahun Anggaran D
Sumber Dana DPA SKPD Dinas PUSDATARU Provinsi
Jawa Tengah
NO. : ..,
Lokasi cKec.......... Kab........
Sesuai Surat Berita Acara Pemeriksaan Akhir Nomor . ....... tanggal . ......

dengan ini menyerahkan hasil pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Biaya Pelaksanaan ‘Rp.........

2.Waktu Pelaksanaan S hari kalender
Tgl.......... sidtgl. ...........
3. Target biaya:
a. Upah ‘Rp. oo
b. Bahan ‘Rp. oo
c. Alat Berat ‘Rp. oo
4.Biaya yang dipakai
a. Upah ‘Rp..........
b. Bahan "Rp....
c. Alat Berat CRp. e
5. Biaya yang tidak dipakai :
a. Upah ‘Rp..........
b. Bahan “Rp....... ...
c. Alat Berat "Rp.
6.Sisa bahan di Iapangan
a.PC e zak
b. Pasir TR m3.
c. Batu kali e m3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) ganda.

Yang menerima penyerahan Yang Menyerahkan
PPK/Kasi/Kasubbag Dinas Pelaksana Swakelola
PUSDATARUY/Balai PSDA Dinas
PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
selaku PPK/PPTK




Lampiran 09

KOP DINAS / BALAI PSDA .............

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: ...........
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama T
NIP e
Jabatan : PPK/PPTK.
Kegiatan e Paket.......
Tahun Anggaran D
Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas PUSDATARU Provinsi
Jawa Tengah
NO. e
Lokasi tKec......... . Kab........
Sesuai Surat Berita Acara Pemeriksaan Akhir Nomor . ....... tanggal . ......

dengan ini menyerahkan hasil pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Biaya Pelaksanaan ‘Rp.........

2.Waktu Pelaksanaan S hari kalender
Tgl.......... sidtgl. ...........
3. Target biaya:
a. Upah ‘Rp. oo
b. Bahan ‘Rp. oo
c. Alat Berat ‘Rp. oo
4.Biaya yang dipakai
a. Upah ‘Rp..........
b. Bahan "Rp..........
c. Alat Berat CRp. e
5. Biaya yang tidak dipakai :
a. Upah ‘Rp..........
b. Bahan "Rp....... ...
c. Alat Berat "Rp.
6.Sisa bahan di lapangan :
a.PC e zak
b. Pasir TR m3.
c. Batu kali e m3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) ganda.

Yang menerima penyerahan Kepala

Bidang/Kepala Balai Dinas PUSDATARU

Provinsi Jateng

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Yang Menyerahkan
PPK/Kasi/Kasubbag Dinas
PUSDATARU/Balai PSDA Dinas
PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
selaku PPK/PPTK




SWKELOLA TIPE |

(UPAH BORONG)



a > wnh e

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE | (UPAH BORONG)

Surat dari KPA/PPK kepada Panitia

Surat dari Panitia kepada Penyedia Jasa

Surat Penawaran Penyedia Jasa

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Upah Borong
Daftar Hadir Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga
Satuan Upah Borong

Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga Satuan Upah
Borong

Lapor Hasil Pengadaan Langsung Upah Borong

Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Permyataan Penggunaan Tenaga Lokal/Setempat
Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Swakelola Padat Karya
(Dilengkapi daftar hadir dan Foto Dokumentasi)

Daftar Pekerja Pekerjaan Swakelola Padat Karya

Ketentuan dan Syarat Umum

Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola dari
Pelaksana kepada PPK/PPTK

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

(Lamp.

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

(Lamp.
(Form.
(Form.
(Lamp.

(Lamp.

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PPK/PPTK kepada

Tim Pengawas
Undangan dari Tim Pengawas kepada Penyedia Jasa

Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dari Tim Pengawas

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

Berita Acara Serah Terima dari Penyedia Jasa kepada PPK/PPTK (Lamp.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK/PPTK
kepada KPA

Surat Permohonan Pembayaran

Berita Acara Pembayaran

Ringkasan Kontrak

Back up dan plotting pekerjaan

(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.
(Lamp.

01)
02)
03)
04)

04a)

04b)
05)
06)
07a)

07b)
01)
02)
08)

09)

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17a)
17b)



Lampiran 01

Kop Dinas/Balai PSDA

Nomor Kepada Yth.
Lampiran : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Perihal  : Pengadaan Langsung Upah Borong Dinas PUSDATARU/Balai PSDA ......
di-
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharan rutin ........... sarana dan prasarana

pada Bidang/Balai PSDA ... Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, maka dimohon kepada Saudara untuk

segera memproses Kegiatan Pekerjaan Upah Borong sebagai berikut:

No Jenis Pekerjaan Volume | Satuan | Keterangan
1 | Pek. Galian Tanah Biasa

Timbunan Tanah
Timbunan Tanah Sebagai Bahan
Pengisi

2 | Pek. Pas. Batu Baru

3 | Pek. Perb. Pas. Batu Tersedia + 50%
4 | Pek. Bongkaran Pasangan Batu

5 | Siaran

6 | Plesteran

7

8

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud maksimal adalah ..... Hari Kalender

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Bidang/Kepala Balai PSDA .....
Selaku
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Tembusan
1. Kepala Dinas PUSDATARU Prov Jawa Tengah/Balai PSDA ....
2. Arsip



Lampiran 02

Kop Dinas/Balai PSDA

Nomor Kepada Yth
Lampiran : SAr. e
Perihal  : Pengadaan Langsung Upah Borong di-

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharan rutin ........... sarana dan prasarana pada

Bidang/Balai PSDA .... Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah, maka dimohon kepada Saudara untuk segera mengajukan
penawaran Harga Satuan Upah Borong sebagai berikut:

No Jenis Pekerjaan Volume | Satuan | Keterangan
Pek. Galian Tanah Biasa
Pek. Pas. Batu Baru
Pek. Perb. Pas. Batu Tersedia = 50%
Pek. Bongkaran Pasangan Batu
Siaran
Plesteran
Timbunan Tanah
Timbunan Tanah Sebagai Bahan Pengisi

O N OO0 B W DN

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas harus memenuhi ketentuan, sebagai
barikut:

1. Memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA)
dalam bidang kontruksi khususnya Pekerjaan Sumber Daya Air/Irigasi/Sungai
Mempunyai Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP)

Mempunyai Rekening Bank

Surat Keterangan Pengalaman Kerja

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, dalam Dokumen Pengadaan

Maka apabila saudara berminat untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, agar segera
mengajukan penawaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas
PUSDATARU/Balai PSDA ...... ereeneens (Alamat)

(SEENERIN

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Dinas PUSDATARU/Balai PSDA ............

Tembusan
1. Kepala Dinas PUSDATARU Prov Jawa Tengah/Balai PSDA .... selaku Pengguna Anggaran
2. Arsip



Nomor

Lampiran :

Perihal

Lampiran 03

Tanpa Kop Dinas/Balai PSDA

Kepada Yth.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

: Penawaran Harga Satuan Upah Borong Dinas PUSDATARU/Balai PSDA....
di-

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor ......... tanggal......
perihal Pengadaan Langsung Upah Borong, maka bersama ini kami:

Nama

Alamat

Pekerjaan

NPWP

Mengajukan penawaran Harga Satuan Upah Borong pada Bidang/Balai PSDA ......

RENCANA ANGGARAN BIAYA
Harga Keterangan
Satuan (Lokasi)

No Jenis Pekerjaan Volume | Satuan

1 | Pek. Galian Tanah Biasa
2 | Pek. Pas. Batu Baru

3 | Pek. Perb. Pas. Batu Tersedia
+ 50%

4 | Pek. Bongkaran Pasangan
Batu

Siaran

Plesteran

Timbunan Tanah
Timbunan Tanah Sebagai
Bahan Pengisi

ool | O O1

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat Kami



Lampiran 04

Tanpa KOP DINAS / BALAI PSDA .............

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG UPAH BORONG

Nomor: ........oooevnnne...

Pada hari ini ....... Tanggal .... Bulan ...... Tahun ....... , bertempat di Kantor Dinas/Balai
PSDA ...... dengan dihadiri Penyedia Jasa dan telah disepakati hasil nogosiasi penawaran
Harga Satuan Upah Borong Pekerjaan Pemeliharaan Rutin ...... Bidang/Balai PSDA .....
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Negosiasi penawaran harga dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Balai PSDA

..... Dari hasil negosiasi penawaran harga satuan upah borong, disepakati:

) ) Harga Negosiasi
Jenis Pekerjaan Satuan Keterangan

(Rp)

Z
o

Pek. Galian Tanah Biasa

Pek. Pas. Batu Baru

Pek. Perb. Pas. Batu Tersedia + 50%

Pek. Bongkaran Pasangan Batu

Siaran

Plesteran

Timbunan Tanah

0| N O g &~ W N

Timbunan Tanah Sebagai Bahan

Pengisi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, untuk itu dapat
dipergunakan sebagai mestinya

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1| 1o
NIP. (o, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2 | ) 2.
Penyedia Jasa




Lampiran 04a

Tanpa KOP DINAS / BALAI PSDA .............

DAFTAR HADIR
HASIL EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN HARGA SATUAN
UPAH BORONG

SKPD . DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH/BALAI PSDA

KEGIATAN

SUMBER DANA :

HARI

TANGGAL
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
Lo e Lo,

NIP. (e, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2 | ) 2. s
Penyedia Jasa




Lampiran 04b

Tanpa KOP DINAS / BALAI PSDA .............

HASIL EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN HARGA SATUAN UPAH BORONG

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAY A AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH/BALAI PSDA

KEGIATAN
SUMBER DANA :

g

JENIS PEKERJAAN

Volume

Satuan

HARGA SATUAN UPAH BORONG (Rp)

KETERANGAN

HPS

PENAWARAN NEGOSIASI

Pek. Galian Tanah Biasa

Pek. Pas. Batu Baru

Pek. Perb. Pas. Batu Tersedia £ 50 %

Pek. Bongkaran Pasangan Batu

Siaran

Plesteran

Timbunan Tanah

RN |G| WIN|—

Timbunan Tanah Sebagai Bahan Pengisi

Menyetujui
Penyedia Jasa

................. pereereeeneenenneneneennnnn 2021
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dinas PUSDATARU/Balai PSDA




Lampiran 05

Kop Dinas/Balai PSDA

Nomor Kepada Yth.
Lampiran : Kepala Bidang/Kepala Balai PSDA ...
Perihal  : Laporan Hasil Pengadaan Langsung Upah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/
Borong Pejabat Pembuat Komitmen
di-

Menunjuk Surat Kepala Bidang/Balai PSDA ... Nomor ..... tanggal .... Perihal Pengadaan Langsung
Upah Borong dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Upah Borong Nomor .....
tanggal ..... Kegiatan ..... di Bidang/Balai PSDA .... Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
melaporkan sebagai berikut:

Nama :

Alamat

Pekerjaan

NPWP

Telah ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Upah Borong Kegiatan Pemeliharaan Rutin ...... di
Bidang/Balai PSDA ....., dengan penjelasan sebagai berikut:

Harga | Jumlah
No Jenis Pekerjaan Volume | Satuan | Satuan | Harga Keterangan
(Rp) (Rp)
1 | Pek. Galian Tanah
Biasa
2 | Pek. Pas. Batu Baru
3 | Pek. Perb. Pas. Batu
Tersedia = 50%
4 | Pek. Bongkaran
Pasangan Batu
5 | Siaran
6 | Plesteran
7 | Timbunan Tanah
8 | Timbunan Tanah
Sebagai Bahan
Pengisi
Jumlah Dibulatkan
Jangka waktu
JUMLAH TOTAL HARGA UPAH BORONG Pelaksanaan dimaksud
maksimal 30 hari
Kalender
Terbilang e

(Sudah termasuk PPh 21)
Demikian Laporan Ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Dinas PUSDATARUY/Balai PSDA ............

Tembusan
1. Kepala Dinas PUSDATARU Prov Jawa Tengah/Balai PSDA .... selaku Pengguna Anggaran
2. Arsip



Lampiran 06

KOP DINAS / BALAI PSDA .............

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: ........c.oooneie
Kepala Bidang/Kepala Balai PSDA ....... selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada:
Nama )
Alamat
Pekerjaan
NPWP

Untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin .............

Nilai Pekerjaan Upah Borong

Harga Jumlah
No Jenis Pekerjaan Volume | Satuan | Satuan Harga Keterangan
(Rp) (Rp)
1 | Pek. Galian Tanah Biasa
2 | Pek. Pas. Batu Baru
3 | Pek. Perb. Pas. Batu Tersedia + 50%
4 | Pek. Bongkaran Pasangan Batu
5 | Siaran
6 | Plesteran
7 | Timbunan Tanah
8 | Timbunan Tanah Sebagai Bahan
Pengisi
JUMLAH
JUMLAH DIBULATKAN
Terbilang oo
Ketentuan
1. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan lokasi rencana, gambar dan back up volume rencana dan

2.

berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaksanaan pekerjaan harus menggunakan tenaga lokal/setempat (tidak terampil, penganggur,
setengah penganggur, dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang tidak memperlukan
keterampilan khusus dan dilampiri dengan berita acara sosialisasi, bukti pembayaran, dan fotocopy
KTP)

Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh melebihi pagu nilai kesepakatan, dan apabila ternyata melebihi
maka tidak berhak menuntut pembayaran atas kelebihan tersebut;

Pembayaran upah borong tenaga pada pekerjaan ini dilaksanakan ke:

Nomor Rekening :

Bank :

Atas Nama

Waktu pelaksanaan pekerjaan:

Mulai :

Selesai ;

Sumber Dana APBD/APBN ....., dibebankan pada DPA Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
TA. 2021 Kegiatan ......



Dalam kelengkapan administrasi pekerjaan, harus melengkapi dengan foto pekerjaan 0%, 50% dan

100% masing -masing 3 (tiga) beserta Laporan Progres Pekerjaan.

. Untuk menghidari hal-hal yang dapat yang dapat menjadi kendala dilapangan agar berkoordinasi
dengan Tim Teknis Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen

. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kesalahan penyedia, maka akan

dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu seperseribu) dari nilai SPK setiap hari

Yang Melaksanakan Kepala Bidang/Kepala Balai PSDA .....
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Lampiran 07a
Tanpa Kop Dinas / Balai PSDA...

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor: ...............eee.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e

Alamat e

Pekerjaan e

NPWP e

Sesuai Surat Penugasan Nomor ........ tanggal ........ sebagai pelaksana pelaksanaan
pekerjaan swakelola:

Kegiatan e

Tahun Anggaran s

Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas PUSDATARU Provinsi

NO.: oo,
Lokasi e

Menyatakan bersedia menggunakan tenaga kerja lokal/setempat (tidak terampil,
penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang
tidak memerlukan keterampilan khusus yang perekrutannya berkoordinasi dengan
aparat desa setempat

Demikian Surat Pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Swakelola




Lampiran 07 b

BERITA ACARA SOSIALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA
PADAT KARYA

Nomor: .........
Pada hariini........ tanggal ... ... bulan....... tahun ............. telah melakukan
sosialisasi pelaksanaan pekerjaan swakelola ......... di Desa ...... Kecamatan ..... Kabupaten .....

dan telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Pihak Desa menyambut baik adanya pekerjaan swakelola .....
2. Pihak Desa sanggup untuk menyediakan tenaga kerja setempat diutamakan bagi
warga yang tidak terampil, penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini

No Nama Tanda Tangan

Kepala Desa Pelaksana Pekerjaan



DAFTAR PEKERJA PEKERJAAN SWAKELOLA PADAT KARYA

Paket Pekerjaan
Nama Kegiatan

KEGIATAN .........

TAHUN ANGGARAN

Desa
Kecamatan
Kabupaten
. . Keterangan
No Nama Pekerja Status Jenis Kelamin R hT Set h
. mah Tangga etenga
! (Mandor/Tukang/Pekerja) (L/P) " o g8 Pengangguran 8
Miskin Penganggur
Mengetahui ) ereeenrre s 2021
PPK/PPTK Pelaksana Pekerjaan

NB : dilampirkan fotocopy KTP

TO NHO4



Form 02
TANPA KOP DINAS / BALAI PSDA .............

KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: ....................
PEKERJAAN : ..................

1. Lokasi Pekerjaan e
2. Jenis Pekerjaan dan Volume @ ................ Volume ...........

................ Volume ...........

................ Volume ...........
3. Jangka Waktu Pelaksanaan PR hari kelender

Terhitung mulai tanggal ........ sampai dengan ..........
4. Cara Pembayaran PR
Dengan penjelasan sebagai berikut:
No Item Pekerjaan Volume Satuan Lokasi
1 | Pek. Galian Tanah Biasa
2 | Pek. Pas. Batu Baru
3 | Pek. Perb. Pas. Batu Tersedia + 50%
4 | Pek. Bongkaran Pasangan Batu
5 | Siaran
6 | Plesteran
7 | Timbunan Tanah
8 | Timbunan Tanah Sebagai Bahan Pengisi

Penerima Pekerjaan Kepala Bidang/Kepala Balai PSDA .....

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Lampiran 08
Kop Dinas / Balai PSDA...

SURAT PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI
Nomor: ...............eee.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e

NIP e
Jabatan : Pengawas Swakelola

Menyatakan bahwa pekerjaan swakelola:

Kegiatan e

Tahun Anggaran e

Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas PUSDATARU Provinsi
Jawa Tengah
No.: .o,

Lokasi e

DilaksanakanolehNama: ......................

Yang melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Penugasan Nomor: . . . ... tanggal. ... . ..

dan berdasarkan pemeriksaan kami di lapangan bahwa pekerjaan telah selesai dan
telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Penugasan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Pelaksana Swakelola, Pengawas Swakelola

NIP. NIP.



Nomor
Lampiran
Perihal

Lampiran 09

Tidak Pakai Kop Dinas / Balai PSDA

Kepada Yth.
PPK/PPTK

: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ~ Dinas PUSDATARU/Balai PSDA
Upah Borong .........c.cceueueee. di-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksana Pekerjaan Upah Borong Pemeliharaan Rutin
............... berdasarkan SPK Nomor ........ tanggal ........ kami beritahukan
bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100%, maka dengan ini mengajukan
permohonan pemeriksaan pekerjaan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya kami ucapkan
terima kasih

Pelaksana Swakelola

///////
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